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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5071) 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5952) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6051) 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051) 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tentang 

Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax 

Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang 

Perpajakan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

316) 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/ PMK.03/ 2017 

tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk 

Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 771) 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/ PMK.03/ 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 70/ PMK.03/ 2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses 

Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 837) 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/ PMK.03/ 2018 

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 70/ PMK.03/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai 

Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 281) 
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Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/ PJ/ 2018 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan Penyampaian Laporan yang Berisi 

Informasi Keuangan Secara Otomatis 

Salinan Paraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25/ POJK.03/ 2015 

tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan 

Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 291) 

Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ SEOJK.03/ 2017 

tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan 

Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara 

dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting 

Standard) 

Salinan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data 

Pribadi. 

E. Putusan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XV/2017 

F. Peraturan Internasional 

Agreement on Exchange of Information on Tax Matters atau Perjanjian 

Pertukaran Informasi untuk Kepentingan Perpajakan 

Human Rights Committee General Comment No. 16, 1988, on the right to 

respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of 

honour and reputation 

OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 

Personal Data (1980-amandemen 2013), Detail Comment Openness 

Principle 

UN Human Rights Committee (HRC). CCPR General Comment No. 16: 

Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, 

Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation. 

8 April 1988 

 

The International Covenant on Civil and Political Rights 

General Comment, Human Rights Committee No. 16 (1988) On The Right To 

Respect Of Privacy, Family, Home And Correspondence, And Protection 

Of Honour And Reputation seperti yang dikutip dalam Privacy 

International Report, 2013 
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Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters 

(MAC) atau Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang 

Perpajakan 

Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yakni Komitmen untuk 

mengimplementasikan AEOI secara resiprokal berdasarkan CRS 
European Union General Data Protection Regulation 
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